AP

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024,

1. Pasal 18 ayat (6 Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);




10,

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6737);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keunangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4302) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Momor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 35);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Momor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

-
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor S888)
sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Momor T2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah MNomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, tentang
Pinjaman Daerah [Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2018 Momor 248, Tambahan Lembaran Megara
Republik IndonesiaNomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indobnesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Ewvaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



Menetapkan:

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 799);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2022 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenan.

Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Disentralisasi.

Dana Transfer Daerah Khusus adalah Dana yang dialokasikan
dalam APBN Kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana
yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
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Dana Alokasi Khusus yang selanjutnyadisingkat DAK dalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah wyang
menjadi kewenangan Daerah.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan wyang perlu dibayar
Kembali dan fatan pengeluaran yang akan diterima Kembali baik
pada tabun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yvang mengakibatlkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai nang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi
dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

Siza Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.
APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah

Rp3.554.230.748.520,00 [Tiga Triliun Lima Ratus Lima Puluh Empat
Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayvaan daerah dengan rincian sebagai

berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp3.284.602.042.314,00
b. Belanja Daerah Rp3.455.087.807.137,00

c. Defisit/Surplus Rp(170.485.764.823,00)



1. Penerimaan Rp269.628.706.206,00

2. Pengeluaran Rp99.142.941.383,00

3. Pembiayaan Netto Rp170.485.764.823,00

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran RpO
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.284.602.042.314,00
(Tiga Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua
Juta Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp774.635.794.050,00 (Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp565.000.000.000,00 (Lima Ratus Enam
Puluh Lima Miliar Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp16.289.533.900,00 (Enam Belas Miliar
Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.253.070.525,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta
Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp192.093.189.625,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar
6



Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu
Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp2.509.966.245.264,00 (Dua
Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Sembilan FEatus Enam Puluh
Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam
Puluh Empat Rupiah), yvang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf a direncanakan sebesar
Rp2.205.143.899.000,00 (Dua Trilium Dua Ratus Lima Miliar
Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf b direncanakan sebesar Rp304.822.349.264,00
(Tiga Ratus Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat
Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huraf ¢ direncanakan sebesar RpO [nol Rupiah),
yvang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0 [nol Rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
direncanakan sebesar Rp0 [noel Rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
c direncanakan sebesar Rp0 [nol Rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan

sebesar Rp3.455.087.807.137,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Lima




Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh
Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.515.519.121.134,00
(Lima Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta
Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah),
yang terdiri atas:

. Belanja pegawai;

. Belanja barang dan jasa;

. Belanja bunga;

. Belanja subsidi;

. Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan Rp1.426.641.457.710,00 (Satu Triliun Empat Ratus
Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat
Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl1.013.596.056.285,00 (Satu
Triliun Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta
Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp11.023.858.617,00 (Sebelas Miliar Dua
Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Tujuh Belas Rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp61.302.748.522,00 (Enam Puluh Satu
Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).



huruf f direncanakan sebesar Rp2.955.000.000,00 (Dua Miliar
Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp303.634.803.603,00 (Tiga Ratus
Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat .Juta Delapan Ratus Tiga
Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), vang terdiri atas:

. Belanja modal tanah.

. Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.
. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

=T T -

Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset tidak beraujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp31.038.017.519,00 (Tiga Puluh
Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus
Sembilan Belas Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hburuf b direncanakan sebesar Rp93.762.507.974,00
(Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta
Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat
Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp95.519.580.014,00
(Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Belas .Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Belas Rupiah).

(3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] buruf d direncanakan sebesar
Rp79.7258.455.296,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus
Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua
Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl189.581.600,00 (Seratus
Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu
Ribu Enam Ratus Rupiah).

{7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp3.416.661.200,00 (Tiga Miliar

a9



Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribua
Dua Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf ¢ direncanakan sebesar REpl81.661.838.910,00 (Seratus
Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp454.252.043.490,00 (Empat
Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta
Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yvang
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf a
direncanakan sebesar Rp58.128.953.390,00 (Lima Puluh Delapan
Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima
Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp396.123.090.100,00 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta
Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar sebesar Rp269.62B.706.206,00 (Dua Ratus Enam Puluh
Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus
Enam Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp269.628.706.206,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar
1o



Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu

Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

. Pencairan dana cadangan;

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

. Penerimaan pinjaman daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

-

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Siza lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp269.628.706.206,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan
Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam
Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rapiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar RpD (nol rmapiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) humf d direncanakan sebesar Rp0 [nol rapiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO (Nol
Rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruaf b direncanakan sebesar
Ep99.142.941.383,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus
Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yvang jatuh tempo;
d

. Pemberian pinjaman daerah; dan



e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rapiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rnapiah).

(4) Pembayaran  cicilan pokok utang wvyang jatuh @ tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp99.142.941.383,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar
Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu
Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar RpD [nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar
(Rp170.485.764.823,00) (Seratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu
Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

(2) Pembiayaan mneto yang memupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
Surplus sebesar Rpl70.485.764.823 00 (Seratus Tujuh Puluh
Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima .Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pazal 16
(1) Dalam |keadaan dararat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang
gelanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBED HKabupaten
Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Barat, dan pemberitahuan



kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan dararat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danfatau

c. Kerusakan sarana/prasarana vyang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publilk.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah wang bersifat mengikat dan belanja yvang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; danfatau

d. Pengeluaran daerah lainnya wyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atan masyarakat.

Paszal 17
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam  pasal 2, tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpizsahkan dari Peraturan
Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD wyang Diklasifikasi Menuruat

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan:



d. Lampiran IV

. Lampiran V

Lampiran VI

. Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

. Lampiran XIV

. Lampiran XV

. Lampiran XVI

: Rekapitulasi

: Sinkronisasi

: Daftar

: Daftar

Belanja
Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Menurut Urusan
Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta

Keluaran;

: Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam
Keuangan Negara;

Kerangka Pengelolaan

: Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Program pada RPJMD

denganRancangan APBD;

: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

: Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

: Daftar Piutang Daerah;

: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain;

Sub Kegiatan Tahun jamak (multy

years);

: Daftar Dana Cadangan; dan

: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAGIAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat”.

Ditetapkan di Bandung Barat
anggal 25 Desember 2023

BANDUNG BARAT,

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 Deseaber 2023

\E’I‘ ARIS DAERAH

’ \BANDUNG BARAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6
SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT( 6 / 304 /2023)



